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Abstrac

Property in marriage is divided into personal property and joint property. Private
property can be used freely by the individual and joint property must be used in
accordance with mutual agreement. The phenomenon in family life today is
sometimes the wife uses the property saved by her husband for their household
needs or for the wife's personal needs. The use of the stored property without
regard to whether the property is joint property or personal property or inherited
property of the husband before they are married. The problem of using the wife
against her husband's property, it is necessary to have a study on the legality or
legal validity related to the use or use rights of the wife to the husband's property
according to Syafi'iyah figh and its relationship with the family system in
Indonesia. This study uses a library research method with data collection methods
by reviewing documentation.

Keyword: Use Rights, Husband's Treasure, Shafi'iyah Figh

A. Pendahuluan

Perkawinan sebagai suatu perbuatan hukum antara suami dan istri, bukan saja untuk
merealisasikan ibadah dalam mengamalkan sunnah, tetapi sekaligus menimbulkan akibat
hukum keperdataan di antara keduanya. Tujuan perkawinan yang begitu mulia yaitu untuk
membina keluarga bahagia, kekal, abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perlu
diatur hak dan kewajiban antara masing-masing suami dan istri tersebut. Apabila hak dan
kewajiban mereka terpenuhi, maka dambaan berumah tangga dengan didasari rasa cinta dan
kasih sayang akan mudah terwujud.t

Berawal dari perkawinan akan terbentuk sebuah keluarga yang beranggotakan ayah,
ibu dan anak-anak. Ayah bertindak sebagai seorang pemimpin keluarga dan memenuhi segala

kebutuhan yang diperlukan semua anggota keluarga. Ibu bertindak dalam fungsi pengawasan

L Ahmad Rofig, Hukum Islam Di Indonesia, 111 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), h. 181.
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kepada anak-anak dan membantu suami memenuhi kebutuhan yang diperlukan untuk
menjalankan organisasi kecil yang disebut keluarga ini. Antara semua anggota keluarga
mempunyai hubungan timbal balik yang tidak bisa dipisahkan.

Dalam keluarga suami dan istri merupakan bagian inti, hubungan mereka
mencerminkan bagaimana satu manusia dengan manusia yang lainnya berbeda jenis kelamin
bersatu membentuk kesatuan untuk mempertahankan hidup dan menciptakan keturunan yang
sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia, sehingga bisa dibayangkan jika tanpa suami
ataupun tanpa istri keluarga tidak dapat terbentuk dan masyarakatpun tidak pernah ada untuk
membentuk kesatuan yang lebih besar yaitu suatu Negara. Hal ini memperlihatkan betapa
pentingnya perkawinan dalam tatanan kehidupan manusia.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35
dikemukakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
Masing-masing suami istri terhadap harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau
warisan adalah di bawah pengawasan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan
lain. Tentang harta bersama ini, suami atau istri dapat bertindak untuk membuat sesuatu atau
tidak berbuat sesuatu atas harta bersama itu atas persetujuan kedua belah pihak. Dinyatakan
pula bahwa suami atau istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum
mengenai harta bendanya. Hak merupakan kewenangan atau kekuasaan atas sesuatu atau
sesuatu yang wajib bagi seseorang untuk orang lain.? Apabila putus karena perceraian, maka
harta besama tersebut diatur menurut hukum masing-masing.

Pasal 87 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa istri mempunyai hak
sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta pribadi masing-masing.
Mereka bebas menentukan terhadap harta tersebut tanpa ikut campur suami atau istri untuk
menjualnya atau dihibahkan. Juga tidak diperlukan bantuan hukum dari suami untuk
melakukan tindakan hukum atas harta pribadinya. Ketentuan lain bisa dilihat dalam Pasal 86
Kompilasi Hukum Islam, di mana ditegaskan bahwa tidak ada percampuran antara harta
pribadi suami istri karena perkawinan dan harta istri tetap mutlak jadi hak istri dan dikuasai
penuh olehnya, begitu juga harta pribadi suami menjadi hak mutlak dan dikuasai olehnya.
Tidak ada perbedaan kemampuan hukum antara suami istri dalam menguasai dan melakukan

tindakan terhadap harta benda pribadi mereka. Undang-Undang tidak membedakan

2 |1smail Pane; Hasan Syazali; Syaflin Halim; Karimuddin; Imam Asrofi; Muhammad Fadlan; Kartini;
Muhammad Saleh, “Figh Mu’amalah Kontemporer,” ed. Muannif Ridwan (Sigli Pidie: Yayasan Penerbit
Muhammad Zaini, 2021), h. 44.
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kemampuan melakukan tindakan hukum terhadap harta pribadi suami istri masing-masing.®

Sedangkan harta bersama adalah kekayaan yang diperoleh selama masa perkawinan
diluar hadiah atau warisan. Maksudnya adalah, harta yang didapat atau usaha mereka, atau
sendiri-sendiri selama masa ikatan perkawinan. Dalam istilah muamalat, dapat dikategorikan
sebagai syirkah atau perkongsian antara suami dan istri. Dalam konteks konvensional, beban
ekonomi keluarga adalah hasil pencaharian suami, sedangkan istri bertindak sebagai manajer
yang mengatur manajemen ekonomi rumah tangganya. Dalam pengertian yang lebih luas,
sejalan dengan tuntunan perkembangannya istri juga dapat melakukan pekerjaan yang dapat
mendatangkan kekayaan. Jika antara suami-istri masing-masing mendatangkan modal dan
dikelola bersama, maka hal demikian disebut dengan syirkah al-inan.

Fenomena dalam kehidupan keluarga sekarang ini terkadang istri mempergunakan
harta yang disimpan oleh suami untuk kebutuhan rumah tangga mereka ataupun untuk
kebutuhan istri itu sendiri. Penggunaan harta yang disimpan tersebut tanpa memperhatikan
apakah harta tersebut milik bersama ataupun harta bawaan dari suami sebelum mereka
berumah tangga. Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, maka diperlukan ada sebuah
penelitian mengenai legalitas atau keabsahan hukum penggunaan istri terhadap harta suami
menurut figh Syafi’iyah serta hubungannya dengan sistem kekeluargaan di Indonesia. Kajian
tentang permasalahan ini sangat diperlukan karena sekalipun hal ini dianggap sepele, namun
terkadang kesalahan istri dalam mempergunakan atau membelanjakan dapat memicu

terjadinya perselisihan bahkan sampai pada perceraian yang tidak diinginkan.*

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang diterapkan dalam kajian ini adalah jenis penelitian kualitatif,
yaitu suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang
menyelidiki suatu fenomena sosial yang berupaya memahami gejala-gejala yang dihadapi
sehingga gejala-gejala yang ditemukan tidak memungkinkan untuk diukur oleh angka-angka.

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif atau penelitian
hukum. Artinya hukum yang telah dikonsepkan sebagai sandaran hukum yang merupakan
patokan perilaku manusia yang dianggap pantas akan dijadikan pola ukur dalam praktik.®

Selain demikian, dengan penelitian kualitatif penulis dapat mengekplorasi hal-hal

3 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia, | (Jakarta: Kencana, 2006), h.
105.

4 Safrizal, M. A., & Karimuddin, M. A. (2020). Penetapan Jatuh Talak dalam Perspektif Hukum Positif
Dan Figh Syafi’iyah. Jurnal limiah al-Fikrah, 1(2).

5 Hasan Bisri, Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam Dan Pranata Sosial (Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2004), h. 17.
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yang sebelumnya tidak terpikirkan oleh penulis akan penulis temukan di saat melakukan
penelitian. Penelitian kualitatif lebih mendalam, yaitu lebih pasti, lebih objektif, dan lebih
kritis. Penelitian kualitatif memungkinkan mendapatkan jawaban mendalam mengenai apa
yang dipikirkan dan dirasakan. Oleh karena itu sifat penelitian ini adalah deskriptif, karena

penelitian tersebut merupakan deskripsi (pemaparan apa adanya).®

C. Hasil Penelitian
1. Kedudukan Harta Suami Istri Menurut Figh Syafi’iyah

Hukum Islam memberi hak kepada masing-masing suami istri untuk memiliki harta
benda secara perseorangan, yang tidak dapat diganggu oleh pihak lain. Suami yang menerima
pemberian atau hibah dari orang lain, warisan dari orang yang mewasirinya, harta wasiat’ dan
harta dalam bentuk kepemilikan pribadi lainnya, suami berhak menguasai sepenuhnya harta
yang diterimanya tersebut tanpa keikutsertaan istri di dalamnya. Demikian pula halnya istri
yang menerima pemberian, warisan, mahar dan sebagainya tanpa ikut sertanya suami berhak
menguasai sepenuhnya harta benda yang diterimanya itu. Harta bawaan yang telah mereka
miliki sebelum terjadi perkawinan juga menjadi hak masing-masing.

Dalam Al-Qur an dan hadis serta kitab-kitab figh, tidak membicarakan harta suami
dalam rumah tangga. Permasalahan harta dalam perkawinan yang dikenal dan dibahas
panjang adalah kewajiban suami untuk memberikan mahar dan nafkah kepada istrinya.
Permasalahan mengenai harta suami mulai muncul belakangan di sebagian dunia Islam
selepas penjajahan barat. Sedangkan di sebagian dunia Islam lainnya hal ini tetap tidak
dikenal dan tidak berlaku.®

Di dalam Al-Qur'an dan hadis tidak memberikan ketentuan dengan tegas, baik
tentang harta benda yang diperoleh suami selama perkawinan berlangsung sepenuhnya
menjadi hak suami, dan hak istri hanya terbatas atas nafkah yang diberikan suami, dan juga
tidak menegaskan bahwa harta benda yang diperoleh suami dalam perkawinan, secara
langsung istri juga ikut berhak atasnya. Dalam menentukan apakah harta benda yang
diperoleh selama perkawinan berlangsung menjadi harta suami atau tidak, termasuk masalah

ijtihadiah, masalah yang termasuk dalam daerah wewenang manusia untuk menentukannya,

6 Bisri, h. 272.

"F. Asyura, K., Bahri, S., Husna, N., & Ghina, “Legality of Testament Cancellation Law and Property
Ownership According to Figh Al-Syafi’iyyah.,” Britain International of Humanities and Social Sciences
(BloHS) Journal, 1, no. 2 (2019): 93-99.

8 Dedi Sutanto, Kupas Tuntas Harta Gana Gini, | (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011), h. 129.
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bersumber ajaran Islam.®
Setelah melakukan penelitian terhadap beberapa literatur figh tidak ditemukan
pembahasan tentang harta suami dalam perkawinan, khususnya harta yang dihasilkan suami
selama perkawinan berlangsung. Namun demikian, berdasarkan beberapa tinjauan, harta
suami selama dalam perkawinan dikategorikan sebagai harta syirkah (perkongsian) dengan
istri. Karena pada dasarnya dalam urusan rumah tangga, yang mencari nafkah dan memiliki
kewajiban untuk memenuhi kebutuhan keluarga baik istri maupun anak adalah tanggung
jawab suami atau ayah®, sementara istri tinggal di rumah untuk mengurus rumah dan anak-
anak mereka.
Muhammad Ibn Qasim al-Ghazi, Fath al-Qarib dalam figh dibahas secara khusus
dalam pembahasan bagian muamalah, menyebutkan definisi dari syirkah, yaitu:
11 S8 Y aal 5 oo b g sl dga o Gal) Cisdile Jb s LOAYIA] La s
Artinya: Syirkah menurut bahasa adalah percampuran, sedangkan menurut istilah sebut hak
secara umum terhadap sesuatu bagi dua orang atau lebih.
Muhammad Syatta dalam kitab 7’anat al-Thalibin juga menyebutkan pengertian
syirkah, yaitu:
dex o aaly e SISV (o8 (B Gall sl iy die Lo pdiy o e sl dn b slae sl cle sl WOUEAY) Al A
12_t il
Artinya: Syirkah menurut bahasa adalah percampuran tanpa perbedaan atau bisa dibedakan
melalui akad atau tidak, sedangkan menurut istilah adalah sebuah akad yang
menghendaki sebut hak terhadap sesuatu bagi satu orang lebih tanpa perbedaan.
Begitu pula menurut Syihab al-Din Ahmad Barlusi ‘Amirah dalam kitab Hasyiyyat al-
‘Amirah, beliau mendefinisikan syirkah, yaitu:
Be sillany o Sl uaiad aal o ) 6 Gall Cgiile 385 6 sl 5l g ol e LAY dad a

Artinya: Syirkah menurut bahasa adalah percampuran tanpa perbedaan, sedangkan menurut
istilah adalah sebut hak terhadap sesuatu bagi dua orang atau lebih tanpa
perbedaan.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat diketahui bahwa syirkah adalah

sebuah akad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang menghendaki sebut hak terhadap

sesuatu bagi dua orang atau lebih tanpa membedakan hak.

® Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, | (Yogyakarta: Ull Press, 2000).

10°A. Karimuddin, K., & Abdullah, “CHILD SUSTENANCE AFTER DIVORCE ACCORDING TO
FIQH SYAFI'TYYAH.,” In Proceeding International Seminar of Islamic Studies 2, no. 1 (2021): 101-7.

1 Muhammad lbn Qasim Al-Ghazi, Fath Al-Qarib, | (Semarang: Toha Putra, n.d.), h. 383.

12 Syatha Abu Bakar, I’anatut Thalibin (Surabaya: Irama Minasari, n.d.), h. 104.

13 Syihab al-Din Ahmad Barlusi ‘Amirah, Hasyiyyat Al-‘Amirah (Bairut: Dar lhya al-Kutub al-
Arabiyah, n.d.), h. 332.
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Menurut Muhammad Syatta dalam kitab I’anat al-Thalibin sebab terjadinya suatu

syirkah itu ada dua macam, yaitu:
(5 ida Yo 5l (Ui ) ge Yl (8 ellay ol AS yd die 2 e Gl (J9¥) ) ¢l L 4S80 ) (Ll )
Yo e ol Jle e Lagin &) L8V () Siay o g caiall ¢ S

Artinya: Syirkah itu ada dua sebabnya, pertama karena milik tanpa akad syirkah, di mana dua
orang memiliki suatu harta warisan atau harta yang dibeli bersama, kedua karena
akad syirkah, di mana dua orang melakukan akad perkongsian antara keduanya
terhadap harta atau lainnya.

Selanjutnya, Figh membagikan syirkah tersebut ke dalam beberapa bentuk

pelaksanaannya. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Zakariyya al-Anshari dalam kitab Al-
Tahrir, yaitu:

(O 38,5 dx ) £ 530 (ps) W (il LD g o) pdy G )lS) | LA ol ) el (elld) 8 Laaas) e 53 )

(3) Legs QLY e Jualill (IS el 136 Legd plindd) (5 sSs Jasar Legia JS gliad lesn s il S (o529)

Cuany a8 o pam b Legdle 5 Legilal 5l Lagdl sals Lagan Lagin oS ol iy ol (R lia) 484

2B Y Ll ek o LAl e (e Ol ey (Qlie) ASL0 () Lapen 4 Lol Cyaall (8 L i (e duaglia

1AV Jle Lagie IS el a3 ) g1 5391

Artinya: Syirkah ada dua macam, pertama, syirkah pada kepemilikan, baik secara paksa atau

kemauan sendiri, seperti mengambil warisan dan pembelian. Kedua, syirkah dengan

adanya akad, yaitu ada empat macam, syirkah abdan, seperti perkongsian dua orang

yang membawa sesuatu, dan semua perbuatan tangan supaya kedua orang yang

berkongsi berusaha secara sama atau berbeda, baik sama pebuatan atau berbeda.

Syirkah wujiih, seperti dua orang berkongsi untuk membeli sesuatu dengan cara

berhutang untuk keduanya, jika mereka menjual kembali dan mendapat keuntungan,

maka dibagi dua. Syirkah mufawadhah, di mana dua orang berkongsi dengan harta

atau badan keduanya serta siap untuk mendapatkan pembayaran. Dinamakan

mufawadhah karena diambil dari kata “tafawadha fi al-hadits”, artinya dua orang

mulai berbicara secara menyeluruh”. Syirkah ‘inan, diambil dari kata “’anna ‘an al-

syai”, artinya nampak, ada kala karena syirkah ini lebih nampak dari lainnya, atau

karena nampak bagi kedua orang yang berkongsi terhadap harta lainnya.
Dalam kitab lainnya, yaitu kitab Fath al-Wahhab Bi Syarh al-Manhaj al-Thullab,

Zakariyya al-AnsharT juga menyebutkan bahwa:

B qa Ligldia 5 OIS L sluia Lagian (LaganS Lagin (p5Sil) U] o (Wi ol ol 4S58) daa )l g 1580 (2)
lasen 48 Lo b Cyall b Lia gl (e gl sl iy (R slia) 4858 () eold s JaLAS LegdDlial i (plalias 43 jal)
S at s (Ui L Legle 5) cligliia 5l OIS Lsluia Laglle ol Lagian (LagansS Laghn ¢ sSil) S iy o)l el
cadlagy o (Legl) Jla sl e (4l i Lo o) gl sty (Lagir 005S) S 0l (053 5) 4S04 (1) o

14 Abu Bakar, I’anatut Thalibin, h. 104.
15 Al-Syargawi, Al-Syarqawi ‘dla Al-Tahrir, 11 (Mesir: Al-Babi al-Halabi, n.d.), h. 110.
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16 seks (o3 e m Lserdiall (e ) puSs (Olie) A5 () A e Las ped @llly (g

Artinya: Syirkah ada empat macam, syirkah abdan, seperti perkongsian dua orang supaya
kedua orang yang berkongsi berusaha dengan badan keduanya secara sama atau
tidak, baik sama pebuatan, seperti keduanya menjahit atau berbeda, seperti salah
satunya menjahit dan yang lainnya tukang perbaiki. Syirkah mufawadhah, dengan
fatah waw diambil dari kata “fafawadha fi al-hadits”, artinya dua orang mulai
berbicara secara menyeluruh”, di mana dua orang berkongsi dengan badan atau harta
keduanya secara sama tau tidak, dan siap untuk mendapatkan pembayaran sebab
rampas atau lainnya. Syirkah wujizh, seperti dua orang berkongsi secara sama atau
tidak, untuk mendapat keuntungan dari membeli sesuatu dengan cara berhutang atau
tunai. Syirkah ‘inan, diambil dari kata “’anna ‘an al-syai”, artinya nampak.

Jalal al-Din al-Mabhalli dalam kitab Kanz al-Rhaghibin ‘Ala Syarh Minhaj al-Thaltbin

juga menyebutkan bahwa:
(LogasS Lagi (5SHl) Cplaliall s 3l 5 GalYallS (R jiaall yilus cpllaal) 48588 olal) 4858 g5l a)
A8 pig) daloally HEdly eB5l LUANS (Leddal o) SO LS (Aailall G pe Usliie 5l U sbdia) Legid o
(Um L Lagle ) clagilal 5 Lagll sy aqiil) 3 208l OB (LegansS Lagin 0 5S) WS iy (b sl sl ity (A lial)
Olean 51 & 5idy (b o sa sl AS 53 9) Lagan 40 Lo 5 Capaall 8 Lia gl (e A glia Cnann s (a8 (3a) o100
S (15991 o3 5 Lagisr) Lo g Uisal) (L) o Jualdll IS Loy 1306 Lagl) g Linall (5S35 (3 5 Logia S i
Jle (8 S5y o (A5 (Aagmaa (lial) 38 0 5) 4 jidy sl alle ol ey 40y ey (0 ST (e S (it 5 (ALy)
iy ol e e 4 1 a0 Legd

Artinya: Syirkah ada beberapa macam, syirkah abdan, seperti perkongsian dua orang yang
membawa sesuatu, dan semua perbuatan tangan, seperti tukang teriak, tukang kayu,
dan menjahit, supaya kedua orang yang berkongsi berusaha dengan badan keduanya
secara sama atau tidak, baik sama pebuatan, seperti yang telah disebutkan atau
berbeda, seperti salah satunya menjahit dan yang lainnya tukang perbaiki, tukang
kayu atau tukang kupas. Syirkah mufawadhah, dengan fatah waw, di mana dua
orang berkongsi dengan harta atau badan keduanya secara sama atau tidak, dan siap
untuk mendapatkan pembayaran. Dinamakan mufawadhah karena diambil dari kata
“tafawadha fi al-hadits”, artinya dua orang mulai berbicara secara menyeluruh”.
Syirkah wujiih, seperti dua orang berkongsi untuk membeli sesuatu dengan cara
berhutang untuk keduanya, jika mereka menjual kembali dan mendapat keuntungan,
maka dibagi dua. Semua syirkah yang tiga ini batal, dan dikhususkan bagi masing-
masing mereka apa yang mereka usahakan dengan badan atau harta mereka, atau
yang mereka beli. Syirkah ‘inan hukumnya sah, di mana dua orang berkongsi pada
harta untuk berniaga seperti yang akan disebutkan penjelasannya.

Menurut Musthafa al-Dzahabi dalam kitab Taqgrir Musthafa al-Dzahabi yang

diterangkan dalam Hamisy kitab Syargawi menerangkan bahwa:
lallaial V) 5 S JSI 5005 ()8 Li€ g o lie Loy (S al ol glia JSI OIS o) L Al 8 & 53l Juas 13) (5 8)

16 Zakariyya Al-Anshari, Fath Al-Wahhab Bi Syarh Al-Manhaj Al-Thullab, Il (Bairut: Dar al-Fikr,
2007), h. 14.

17 Jalal al-Din Al-Mahalli, Kanz Al-Rhaghibin ‘Ala Syarh Minhaj Al-Thalibin (Bairut: Dar al-Kutub al-
Arabiyah, n.d.), h. 332.
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18 Gl iVl 2 s o) s slg da ¥ Bl g 4l JSIG AT o3a e Laaaal clle (e oL S ol

Artinya: Jika pernah terjadi persekutuan dalam sejumlah harta, ... maka jika masing-masing
punya harta atau salah satunya tidak punya harta dan keduanya melakukan usaha
bersama, jika memang bisa dibedakan maka masing-masing memperoleh bagian
sesuai dengan usahanya, dan jika tidak bisa dibedakan maka keduanya berdamai.
Jika perkembangan terjadi dari harta milik salah satu dari keduanya, maka semua
harta menjadi miliknya dan pihak lain berhak mendapatkan upah, meskipun terjadi
kerugian, karena adanya persekutuan.

Berdasarkan semua penjelasan di atas, menurut Figh, terdapat beberapa unsur yang

tergolong dalam harta bersama (syirkah), seperti:
a. Syirkah milk, yaitu perkongsian antara dua orang atau lebih terhadap sesuatu tanpa
adanya sesuatu akad atau perjanjian.
b. Syirkah 'uqud, yaitu beberapa orang mengadakan kontrak bersama untuk mendapat
keuntugan. syirkah ini ada 4 (empat) macam, yaitu:

1) Syirkah abdan, yaitu perkongsian dua orang atau lebih supaya mereka berusaha
dengan badan secara sama atau tidak, baik sama pebuatan,

2) Syirkah mufawadhah, yaitu perkongsian dua orang atau lebih dengan harta atau
badan secara sama atau tidak, dan siap untuk mendapatkan pembayaran.

3) Syirkah wujuh, yaitu perkongsian dua orang atau lebih untuk membeli sesuatu
dengan cara berhutang atau tunai untuk mereka berdua, jika mereka menjual kembali
dan mendapat keuntungan, maka dibagi dua.

4) Syirkah ‘inan, yaitu perkongsian dua orang atau lebih pada harta untuk berusaha.

Melihat semua bentuk syirkah yang telah disebutkan, kedudukan harta suami istri
dalam perkawinan dapat dilihat berdasarkan konsep-konsep yang berhubungan dengan harta
(maliyyah). Berdasarkan unsur-unsur di atas, maka dari beberapa bentuk syirkah tersebut,
praktek harta suami istri dalam perkawinan dalam masyarakat Indonesia dapat diketagorikan
dalam syirkah abdan atau syirkah mufawadhah.

Dengan demikian secara substansi dapat dipahami bahwa konsep kedudukan harta
suami istri dapat digiyaskan dari konsep syirkah dalam Islam. Di mana suami-istri dianggap
sedang melakukan suatu kerja sama untuk melakukan sesuatu pekerjaan dan hasilnya dibagi
bersama. harta suami istri merupakan bentuk syirkah karena pengertian bentuk kerja sama
atau perkongsian antara suami dan istri, hanya saja bukan dalam bentuk syirkah pada

umumnya yang bersifat bisnis atau kerja sama dalam kegiatan usaha. Syirkah dalam harta

18 Musthafa al-Dzahabi, Tagrir Musthafa Al-Dzahabi, Dalam Abdullah Al-Syargawi, Al-Syarqawi ‘Ala
Al-Tahrir, Juz. Il (Mesir: Al-Babi al-Halabi, n.d.), h. 109.
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suami istri merupakan bentuk kerja sama antara suami dan istri untuk membangun sebuah
keluarga termasuk di dalamnya harta suami istri dalam perkawinan. Walaupun dalam
prakteknya, suami istri tidak sama dalam bekerja. Artinya suami kerja di luar rumah dan istri
bekerja di rumah, keduanya saling membantu dan saling melengkapi antara satu dengan yang
lainnya. Apabila salah satu dari kedua suami isrteri tidak bekerja pada bidangnya masing-
masing, maka pekerjaan salah satu yang lainnya ikut terganggu terhadap lainnya.

Dapat disimpulkan bahwa kedudukan harta suami istri dapat dikategorikan sebagai
harta suami disebut sebagai syirkah abdan dikarenakan sebagian besar dari suami istri dalam
masyarakat Indonesia sama-sama bekerja untuk nafkah hidup keluarganya. Sedangkan
syirkah muwafadlah karena perkongsian suami istri dalam harta suami itu bersifat tidak
terbatas, semua harta yang dihasilkan selama dalam perkawinan menjadi harta bersama,
kecuali warisan dan pemberian atau hadiah.

2. Hak Guna Istri Terhadap Harta Suami Menurut Figh Syafi ’iyah

Pada dasarnya, Islam mengatur hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan
dengan membebankan pemberian nafkah keluarga ada dipundak para suami, sedangkan istri
taat dan patuh kepada suaminya. Oleh karena itu dituntut kepada para suami untuk keluar
rumah mencari harta sebagai karunia Allah SWT demi memenuhi kewajiban tersebut.

Dalam literatur Figh telah mengatur beberapa kewajiban pokok suami terhadap
istrinya selama perkawinan, yaitu memberikan mahar, membayar nafkah dan menyediakan
tempat tinggal. Adapun penjelasan masing-masing kewajiban tersebut adalah sebagai berikut:

a. Memberikan mahar

Mahar merupakan kewajiban pertama yang harus dilakukan oleh seorang suami
kepada istrinya. Suami harus memenuhi mahar yang telah ditentukan tanpa menguranginya
sedikit pun. Oleh karenaitu, istri berhak menolak ketika suami ingin menyentuhnya apabila
mahar belum diberikan.

Mengenai kewajiban mahar ini, Muhammad Ibn Qasim al-Ghazi dalam kitab Fath al-
Qarib, menyebutkan bahwa:

o) A Ly da g0 (g (4wl e g3 iy ) a5 (sledl ADU) 48 (L) o g) sl s 131
Lo sl ey el o pay (aldll ale da idys (Ml jge e (s el 5S05 755l o (aSad) 4 iy
e0) Led () Sl sl iz 550 e b 8 A sl da g ) ) () ol 6! (a5l ey Dl 4
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19 Al-Ghazi, Fath Al-Qarib, h. 119.
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Artinya: Apabila istri telah sah menyerahkan dirinya, niscaya wajiblah mahar dengan tiga
perkara, yaitu: pertama: dengan suami sendiri mewajibkan mahar atas dirinya, dan
istri menyetujuinya. Kedua: dengan diwajibkan oleh hakim atas suami dengan mahar
mitsil. Syaratnya adalah hakim mengetahui jumlah mahar mitsil tersebut, tidak
disyaratkan kerelaan suami istri terhadap mahar mitsil yang ditetapkan oleh hakim
tersebut. Ketiga: wajib dengan suami berhubungan intim dengan istrinya yang telah
menyerakan diri sepenuhnya tanpa penentuan mahar dari suami atau hakim. Dalam
hal ini istri berhak mendapatkan mahar mitsil, dengan semata-mata berhubungan
intim dengan istrinya. Standar mahar mitsil tersebut ditentukan pada ketika akad
nikah menurut pendapat kuat.

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat diketahui bahwa di saat istri telah menyerahkan

kepada suami, maka suami wajib memberikan mahar dengan tiga sebab, yaitu dengan suami
sendiri mewajibkan mahar atas dirinya, dan istri menyetujuinya, diwajibkan oleh hakim, dan
karena suami berhubungan intim dengan istrinya.
b. Memberikan nafkah
Setelah terjadinya akad perkawinan, maka suami diwajibkan membayar nafkah
sebagai balasan taat istri kepada suaminya, maka wajib bagi suami memberikan nafkah
karena jika suami tidak memberikannya, maka nafkah tersebut menjadi hutang suami.?
Salah satu ulama figh, Ahmad ibn al-Husain ibn Ahmad, Al-Ghayah Wa al-Taqrib
menyebutkan:
Lo 55 5 w3Y) (s Leis e (a2l 1 | pmige g3 OIS (8 5000 (o5 Aun) 5 L (o Al a5 310 A8
55l 5 axY) (pa g iy 2 1 Unas s S () 5 43 5mSy 5 (g pmemal) 4 a2l Lag 20 2 | jusma IS 0 5 Balad) 43 i
21 Lealad] aglad Lelia a2dy e ilS ) g Jans gl

Artinya: Nafkah istri yang menyerahkan dirinya kepada suami diwajibkan terhadap suami
yang diukur menurut keadaan suami. Maka apabila suami kaya, dia wajib
memberikan dua mudd dari pada makanan yang biasa dimakan oleh istrinya dan
daripada lauk pauk dan pakaian yang berlaku adat. Apabila suami miskin, dia
wajib memberikan satu mudd daripada makanan dan daripada lauk pauk dan
pakaian orang miskin. Apabila suami pertengahan, dia wajib memberikan satu
mudd setengah dari pada makanan dan lauk pauk serta pakaian orang pertegahan.
Seandainya istri adalah perempuan yang biasanya ada pembantu, maka suami
wajib memberikan pembantunya.

Zain al-Din al-Malibari dalam kitab Fath al-Mu’in juga menyebutkan tentang

kewajiban suami memberikan nafkah, yaitu:
Lo 8 5ull5 W) (g5 L g Qlle (ha (el 1 g gz g0 QS (L8 85080 (a5 a5 L (g AiSaall a5 311 A

20 Karimuddin, K., Abbas, S., Sarong, A. H., & Afrizal, A. (2021). Standardisasi Nafkah Istri: Studi
Perbandingan Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi’i. Media Syari‘ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata
Sosial, 23(1), 83-95.

2L Ahmad ibn al-Husain ibn Ahmad, Al-Ghayah Wa Al-Taqgrib (Semarang: Hikmah Keluarga, n.d.), h.
46.
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Artinya: Nafkah istri yang menyerahkan dirinya kepada suami diwajibkan terhadap suami
yang diukur menurut keadaan suami. Maka apabila suami kaya, dia wajib
memberikan dua mudd dari pada makanan yang biasa dimakan oleh istrinya dan
daripada lauk pauk dan pakaian yang berlaku adat. Apabila suami miskin, dia
wajib memberikan satu mudd daripada makanan dan daripada lauk pauk dan
pakaian orang miskin. Apabila suami pertengahan, dia wajib memberikan satu
mudd setengah daripada makanan dan lauk pauk serta pakaian orang pertegahan.
Seandainya istri adalah perempuan yang biasanya ada pembantu, maka suami
wajib memberikan pembantunya. Seandainya suami tidak sanggup memberikan
nafkah, istrinya dapat membetalkan pernikahan mereka sebagaimana suami tidak
sanggup membayar mahar sebelum menggaulinya.

Zakariyya al-Anshari dalam Kkitab Fath al-Wahhab, juga menyebutkan tentang

kewajiban suami membayar nafkah, yaitu:
4 0e) Sl () LniiSa s (RSl e A Ll Y (e 58 5) cond sl (4 mna o o IS ads )
4 (i) Lo (5 plabe 20) a5l By ga sl Al 5l Faed 5 (i 53 e sls Limmaas WS 15 (G
ol Ll g o(Ulae) | pmima Ay (a2 n ¥ (e 98 5) 4 (Lmise) o (5 coaig e ] puna (e 4SS a0 (10 98 )
aine g ainh ) dalall gl jady Gl g Lail 5 clgmad s Lo po ol Lgbaioi Wiy oy 58l A8 51 5all 4US yins
Dsalall g ymally 3 dlaall (e 43Y b e sl LB 51 et s amdish e da gl (Jaall ol e (a) 0 3a
Bl
Artinya: Terhadap suami yang miskin, yaitu suami yang tidak memiliki harta yang dapat
mengeluarkannya dari kemiskinan walau dia orang yang punya usaha, juga terhadap
hamba walau mukatab, mub’as walau mereka kaya pada setiap paginya wajib
memberikan satu mudd makanan kepada istri mereka walau dia merupakan kafir
zimmy, hamba, sedang sakit atau kaya. Terhadap suami yang kaya, yaitu suami yang
dengan memberikan nafkah kepada istri tidak akan menyebabkannya miskin,
diwajibkan mamberikan dua mudd. Hanyasanya tidak di i’tibarkan kebutuhan istri
sebagaimana nafkah kerabat, karena istri berhak menerima nafkahnya pada setiap
hari walau dia sakit atau kenyang dan hanyasanya diwajibkan pada setiap paginya,
karena diperlukan untuk mengolahnya menjadi makanan. Makanan tersebut
merupakan kebiasaan yang dimakan penduduk tempat istri dari pada gandum,
langla, kurma atau susu, karena tersebut merupakan termasuk pergaulan yang baik

yang diperintahkan.
Berdasarkan pendapat tersebut, dapat diketahui bahwa suami diwajibkan membayar

nafkah kepada istrinya pad setiap hari menurut keadaan suami. Bila suami kaya, wajib
memberikan dua mudd makanan yang biasa dimakan oleh istrinya, lauk pauk dan pakaian
yang berlaku adat. Apabila suami miskin, wajib memberikan satu mudd makanan, lauk
pauk dan pakaian orang miskin. Apabila suami pertengahan, maka wajib memberikan satu

setengah mudd makanan, lauk pauk serta pakaian orang pertegahan. Adapun kadar satu

22 7Zain al-Din Al-Malibari, Fath Al-Mu 'in, IV (Bairut: Dar Thya al-Kutiib al-Arabiyah, n.d.), h. 189.
23 Al-Anshari, Fath Al-Wahhab Bi Syarh Al-Manhaj Al-Thullab, h. 107.
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mudd tersebut adalah 0,864 liter atau 0,6912 Kg bila dibulatkan menjadi 0,7 Kg.2*
c. Menyediakan tempat tinggal
Selain memberikan nafkah yang berupa makan dan pakaian kepada istrinya, suami
juga diwajibkan memberikan tempat tinggal yang layak kepada istrinya. Zain al-Din al-
Malibart dalam kitab Fath al-Mu 'in, menyebutkan bahwa:
Ols sale (Lo Gl 4l 5 peall o dalall JB o 5 Ledlay Lewsdi o Lede A o) 4 0ali (S adle) Led ()
2 5 58y (1 lae sls) (ASull ¢ aling ¥ (gae S

Artinya: Kewajiban atas suami untuk istri memberikan tempat tinggal yang aman jiwanya
dan harta walau sedidkit di saat suami pergi dari tempat tinggal itu, karena itu
merupakan kebutuhan hidup bahkan karena dharurat kepadanya. Tempat tinggal itu
haruslah pantas buat istri secara adat, walaupun istrinya merupakan perempuan yang
tidak biasa mendiami tempat tinggal. Tempat tinggal tersebut boleh saja dalam
bentuk pinjaman atau sewaan.

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat diketahui bahwa suami diwajibkan

menyediakan tempat tinggal yang pantas buat istri secara adat dan bisa aman jiwanya dan
harta walau sedidkit di saat suami pergi dari tempat tinggal itu. Tempat tinggal itu tidak mesti
milik suami, namun boleh juga dalam bentuk pinjaman atau sewaan. Kewajiban itu
dibebankan secara mutlak, artinya walaupun istrinya merupakan perempuan yang tidak biasa
mendiami tempat tinggal, kewajiban itu tetap berlaku.

Berdasarkan semua penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa kepemilikan istri
terhadap apa saja yang menjadi kewajiban suami adalah setelah disediakan dan diserahkan
oleh suami kepadanya. Oleh karena itu bila suami tidak menunaikan kewajibannya dengan
tidak memberikan mahar, nafkah atau tempat tinggal, maka istri tidak berhak memilikinya.
Zain al-Din al-Malibari dalam kitab Fath al-Mu in menyebutkan:

223l Juiud o Ll Jad daga s Al mmy ladie S5 05 ) Blaa e dla o0 Al Ly (e 3 all (IS 13
85 Ja Leia 2y JOELY) 5 Shal) 5 pall ad Ul (i il €Yl 4y gt 3 mldll ) ) DL L
DY L Sl Lge 2aly oy W1 L 030 Y sl cadle () s azalal] uilall Jle 8 Slail) oY ol ) e
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Artinya: Apabila bagi seorang istri memilki hutang mahar atau lainnya terhadap suaminya
yang jauh, sedangkan suami mempunyai harta simpanan pada istri, apakah boleh
bagi istri langsung mempergunakan harta tersebut tanpa melapor pada hakim

24 Tim Penulis, Migdar Syar’i (Samalanga: Lajnah Bahtsul Masail MUDI, 2006).
%5 Al-Malibari, Fath Al-Mu ’in, h. 73.
26 Al-Malibari, h. 89.
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kemudian melakukan fasakh atau tidak boleh ? Jawabannya: sebagian ulama
mengatakan tidak boleh bagi istri langsung mempergunakan harta suami dengan
mengambil haknya, namun harus melapor pada hakim, karena hakimlah yang
menjaga harta orang yang jauh. Namun demikian, jika istri mengetahui bahwa suami
mengizinkan istri mengambil sekadar haknya, maka istri boleh mengambil dan
mempergunakannya. Di saat harta suami telah habis dan istri menghendaki fasakh
karena suami telah miskin, maka jika tidak ada yang mengetahui bahwa suami
mempunyai harta, istri dapat menggugat suaminya dengan alasan suami miskin dan
suami tidak memiliki harta di tempat, dan tidak meninggalkan nafkah, serta
memastikan suami miskin dengan bersumpah seraya berniat bahwa suami tidak
meninggalkan nafkah pada dua yang terakhir dengan niat suami tidak ada nafkah,
kemudian istri meminta fasakh dengan semua syaratnya. Namun bila diketahui
bahwa suami mempunyai harta, maka mesti harus ada kesaksian bahwa harta
suamitelah habis.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat diketahui bahwa seorang istri tidak dibolehkan

mempergunakan harta suami tanpa izin dari suaminya. Namun jika istri mengetahui bahwa
suami mengizinkan istri mengambil sekadar haknya, maka istri boleh mengambil dan
mempergunakannya.

Namun demikian, kepada istri diberikan hak untuk melaporkan perkaranya kepada
hakim dan meminta untuk diceraikan (fasakh) bila tidak sanggu bersabar. Zain al-Din al-
Malibart dalam kitab Fath al-Mu in menyebutkan:
sl Ardage Cajay al 435S) 0 e 5 el QLS 8 G 4ie L3R (K] ade ae puala Jle aded dd O )3a5 1))
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Artinya: Apabila istri tidak mendapatkan nafkah dari suaminya, karena tidak ada harta di
tempat istri beserta tidak mungkin mengambilnya dari suami dengan cara mengirim
surat kepada hakim tempat tinggal suami, atau karena tidak diketahui tempat tinggal
suami, atau bisa diketahui namun tidak bisa dimintakan pada suami yang
diketahuikan keadaan miskin dan kayanya, atau karena tidak diketahui keadaannya,
maka istri dibolehkan menggugat cerai suaminya melalui hakim.

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat diketahui bahwa dalam hal suami tidak bersama

istrinya dan hartanya pun tidak ada bersama istri, maka tiada beda antara diketahui keadaan
suaminya, yaitu di saat diketahui tempat tinggal suami ataupun tidak. Maka yang menjadi
permasalahnnya adalah ada tidaknya istri mendapatkan haknya, bukan pada ada tidaknya
suami bersama istrinya. Hal ini juga disebutkan oleh Jalal al-Din al-Mahalli dalam kitab
Kanz al-Gharibin, yaitu:
e L & jls) a8 Lae 1 Lela (e S8 G Ly (Csmm () came 5l alle Gl S dsially g (L me)
il e Siuall pn Jgd glasia) e inall o (131 138 U 5 Canlly i L& (DY) e ol 48 Y
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27 Al-Malibari, h. 90.
28 Al-Mahalli, Kanz Al-Rhaghibin ‘Ala Syarh Minhaj Al-Thalibin, h. 81.
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Artinya: Jika suami tidak sanggup memberikan nafkah kepada istrinya, seperti dikarenakan
telah hilang hartanya atau dirampas, maka jika istri sanggup bersabar, dengan cara
menafkahi dirinya dari hartanya sendiri atau mengutang, maka nafkah itu menjadi
utang terhadap suami. Namun jika istri tidak sanggup bersabar, maka istri dapat
melakukan fasakh (gugat cerai) berdasarkan pendapat kuat, sebagaimana dibolehkan
fasakh karena jabb (suami tidak punya penis) dan ‘annah (impoten), bahkan ini
lebih parah lagi, karena sabar atas bersenang-senang lebih mudah dari pada bersabar
atas nafkah. Pendapat kedua menyatakan tidak boleh di fasakh, karena orang miskin
dinantikan (kekayaannya).

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat diketahui bahwa proses tahapan penyelesaian

jika suami miskin, yaitu jika suami tidak sanggup memberikan nafkah kepada istri karena
sudah tidak ada lagi hartanya, maka jika istri sanggup bersabar, dengan cara menafkahi
dirinya dari hartanya sendiri atau mengutang, maka nafkah itu menjadi utang terhadap suami.
Namun jika istri tidak sanggup bersabar, maka istri dapat melakukan fasakh.

Berdasarkan semua penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa harta milik suami
sepernuhnya memang milik suami, meski di dalam harta itu ada sebagian yang menjadi hak
istri. Harta istri adalah apa yang dimilikinya, atau apa yang suami berikan kepadanya. Maka
istri hanya boleh mempergunakan harta suami selama suami memberikan izin kepada istrinya
untuk mempergunakannya, baik dalam hal belanja rumah tangga atau kebutuhan pribadi istri.
Oleh karena itu seorang istri tidak dibolehkan mempergunakan harta suami tanpa izin dari
suaminya. Namun jika istri mengetahui bahwa suami mengizinkannya sekadar haknya, maka

istri boleh mengambil dan mempergunakannya.

D. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa
kedudukan harta suami istri menurut Figh Isyafi’iyah dapat dikategorikan sebagai harta
perkongisan antara suami istri yang tergolong dalam konsep syirkah abdan atau syirkah
muwafadlah. Alasan termasuk syirkah abdan dikarenakan sebagian besar dari suami istri
dalam masyarakat Indonesia sama-sama bekerja untuk nafkah hidup keluarganya. Sedangkan
alasan termasuk syirkah muwafadlah dikarenakan perkongsian suami istri dalam harta suami
itu bersifat tidak terbatas, semua harta yang dihasilkan selama dalam perkawinan menjadi
harta bersama, kecuali harta pribadi suami atau istri, seperti harta warisan dan pemberian atau
hadiah. Penggunaan istri terhadap harta suami menurut Figh adalah tidak dibolehkan bila
tanpa izin dari suami. Namun bila suami memberikan zin atau istri mengetahui bahwa suami

mengizinkan istrinya mengambil sekadar haknya, maka istri boleh mengambil dan
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mempergunakannya. Hal ini dikarenakan harta milik pribadi suami sepernuhnya milik suami,
meski di dalam harta itu ada sebagian yang menjadi hak istri. Berbeda halnya dengan harta
syirkah suami istri, di mana mereka dapat mempergunakannya sebesar hak masing-masing

dalam harta tersebut.
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